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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling 

sempuma apabila dibandingkan dengan makhluk lain yang pemah 

diciptakanNya. Manusia tercipta di dunia dengan dua jenis yang berbeda yaitu 

laki- laki dan perempuan. Dalam surat AI-Hujarat ayat 13 Allah swt juga 

menjelaskan keberadaan kaum laki- laki dan perempuan yaitu terjemahan 

bunyinya sebagai berikut : 

" Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami (Allah swt) Ielah menciptakan 
ka/ian dari pada seorang laki laki dan perempuan dan Ielah menjadikan kalian 
berbangsa- bangsa serta bergolong- golongan agar sating kenal- mengenal ". 

Kedudukan kaum lak i- laki dan perempuan, ibarat asam di gunung dan 

garam di lautan pasti akan bertemu di dalam satu periuk. Demikian juga 

keberadaan kaurn perempuan dan kaum laki- laki nantinya akan bertemu dalam 

suatu wadah yang benama perkawinan. 

Perkawinan yang dibentuk antara laki- laki dan perempuan tersebut 

bukanlah main- main melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Pengertian perkawinan menurut pasal I Undang-Undang 

Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah : 

"lkatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). " 
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Dalam prak:teknya di kehidupan nyata ada sebagian masyarakat yang 

melakukan perkawinan menurut agama saja atau disebut juga dengan istilah 

perkawinan sirri, padahal menurut Undang- Undang Perkawinan no. 14 tahun 

1974 pasal 2 menyatakan bahwa : 

(I) : Perkawinan adalah sah apabila di /akukan menurut hukum masing­
masing agamanya dan kepercayaannya itu 

( 2 ) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan 
yang ber/aku 

Dengan tali ikatan perkawinan yang sah nantinya akan melahirkan anak-

anak, cucu-cucu yang sah, generasi yang mempunyai bapak dan ibu yang sah. 

Sebaliknya, apabila anak- anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau 

tidak sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, otomatis 

anak tersebut bukan anak yang sah. 

Di dalam setiap kehidupan nyata tidak semua pasangan suami istri 

beruntung untuk mendapatkan keturunan atau anak karena semua itu tergantung 

dari kehendak Allah swt untuk memberikan atau tidak memberikan, lama atau 

cepatnya keturunan itu hadir di dalam kehidupan pasangan suami istri tersebut. 

Arti dari kebahagiaan atas kehadiran seorang anak di dalam sebuah perkawinan 

tergantung dari para pihak (suami- istri ) yang rnenjalaninya. Ada juga pasangan 

suami- istri yang belum diberikan anak namun tetap bahagia dengan cara 

mengangkat anak atau adopsi. 

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak 

orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang memungut anak 

dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama 
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seperti yang ada di an tara orang tua dengan anak kandung sendiri 1• Di lihat dari 

sudut anak yang diangkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-

pengangkatan anak sebagai berikut 2
: 

a. Mengangkat anak bukan warga kel uarga 

maksudnya adalah anak yang diangkat tersebut diambil dari lingkungan 

asalnya dan dimasukkan ke dalam kel uarga orang yang mengangkatnya. 

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga 

maksudnya adalah seperti yang ada di Bali yang disebut Nyentanayang. Anak 

yang diangkat tersebut diambil dari salah satu clan yang ada hubungan 

tardisionalnya yaitu yang disebut purusa. 

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan- keponakan 

maksudnya adalah anak yang diangkat tersebut adalah anaknya kakak atau 

saudara kandung untuk dijadikan sebagai anak angkat. 

Di dalam kehidupan nyata ada juga yang mengangkat anak tirinya sebagai anak 

kandungnya. 

Alasan-alasan pasangan suami- istri mengangkat anak adalah3 

a. tidak mempunyai keturunan 

b. tidak ada penerus keturunan 

c. menurut adat perkawinan 

d. hubungan baik dan tali persaudaraan 

1 Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas- Asas Hukum Ad at, Gunung Agung, Jakarta, 1995, 
h. 117. 
2 Ibid, h. I 19. 
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bak1i, Banduog, 1999, h. 79. 
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e. tidak ada pencrus keturunan 

f. menurut adat perkawinan setempat 

g. hubungan baik dan tali persaudaraan 

h. rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan 

1. kebutuhan tenaga kerja 

4 

Suatu hubungan manusia tidak pernah kekal (abadi) sehingga anak- anak 

atau keturunan dari suatu perkawinan berguna untuk meneruskan apa yang telah 

dimiliki atau telah di tinggalkan oleh generasi sebelumnya. Misalnya, pewaris 

meninggalkan hartanya berupa tanah, rumah dan lain- lain untuk dijaga oleh 

keturunannya. 

Dalam pembagian harta pcninggalan untuk setiap ahli waris harus adil. 

Kriteria dari keadilan sangat sulit untuk mengukurnya tetapi dengan peraturan 

perundang- undangan yang ada, k.:!adilan yang dimaksud akan terwujud dan dapat 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masing- masing ahli waris. 

Namun, dalam kenyataannya walaupun ada pcraturan yang mengatumya masih 

ada keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (pengadilan) belum 

mencapai keadilan yang dirasakan oleh para ahli waris. 

Berdasarkan Jatar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat ? 

2. Bagaimanakah penyelesaian pembagian hak wans untuk anak angkat atas 

harta peninggalan orang tua angkat ? 
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B. Penjelasan Judul 

Dalam skripsi kami dengan judul " Hak Anak Angkat atas Harta 

Peninggalan Orang Tua Angkat ". Beberapa hal penting yang perlu dijelaskan 

mengenai penggunaan judul di atas dengan tujuan agar tidak menimbulkan 

persepsi yang berbeda dan penjelasan ini juga dimaksud untuk membatasi topik 

pennasalahan dalam skripsi ini . 

Anak angkat mcnurut pusal 171 hurur h Kompilas i llukum Islam adalah 

" anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari- hari, biaya 
pendidikan dan sebagainya beralih langgung jawabnya dari orang tua asal 
kepada orang lua ungkatnyu herda.w.rrkan pulusan pengadilan " 

Anak angkat yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah bukanlah anak 

angkat yang dimaksud dalam pasal 171 Kompi lasi Hukum Islam namun yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah anak tiri yang diangkat menjadi anak angkat. 

Istilah anak tiri adalah4 

" anak yang bukan hasi/ kandungan suami islri yang bersangkutan tetapi 
merupakan anak bawaan di da/am perkawinan, dikarenakan sebelum 
perkawinan sa/ah satu pihak atau bersama- sama pernah me/akukan perkawinan 
dan mempunyai anak, kemudian si anak dibawa masing- masing dalam 
kehidupan rumah langga setelah mereka mengikat tali perkawinan " 

Istilah harta peninggalan menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam 

adalah 

II harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa haria benda yang 
menjadi miliknya maupun hak-haknya " 

lstilah orang tua angkat adalah 5 

II pria dan wanila yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau 
hukum yang berlaku " 

4 fbid, h. 77. 
s Pusat Pcmbinaan dan Pcngcmbangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 
1989, h. 629. 
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Untuk anak angkat, istilah yang tepat untuk digunakan adalah harta peninggalan 

karena harta peninggalan ini adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

yang bel urn di lunasi biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan 

wasiat dan pemberian kepada kerabat. Jadi maksudnya ialah apa saja hak anak 

angkat yang berasal dari anak tiri atas harta peninggalan orang tua angkatnya. 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihanjudul skripsi ini adalah adanya keputusan MA no. 38.K/ 

AG/ 1 998, tanggal 28 Oktober 1998 yang memberi hak atas harta peninggalan 

untuk anak angkat yang dapat mencerminkan keadilan untuk semua anggota 

keluarga. 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab problematika yuridis 

berkenaan dengan permasalahan kedudukan anak angkat dan untuk mengetahui 

penyelesaian pembagian hak waris anak angkat atas harta peninggalan orang tua 

angkat. Manfaat penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Ailangga. 
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E. Metode Peoulisan 

1. Peodekatao Masalah 

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

nonnatif dengan mengkaji norma- nonna dalam perundang- undangan dan 

analisa kasus. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi m1 

meliputi bahan hukum yaitu : 

a. Bahan hukum primer 

Berupa ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan 

yang di bahas. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan 

adalah ketentuan hukum positif keputusan MA no. 38.K/AG/ 1998, 

tanggal 28 Oktober 1998. 

b. Bahan hukum sekunder 

Adalah bahan yang sifatnya mendukung atau menjelaskan bahan hukum 

primer berupa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan 1-fukum 

Penulisan skripsi ini di lakukan melalui studi kepustakan yakni 

dengan mengkaji peraturan- peraturan yang berkaitan dengan tema yang 

diangkat dalam penulisan sk:ripsi ini. Bahan hukum yang terkumpul nanti 

dilakukan analisis konseptual dan analisa kasus. 
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F. Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan masing- masing bab terbagi 

dalam beberapa sub bah sesuai dengan pokok bahasannya. 

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum atau motivasi dari 

pennasalahan yang diangkat untuk skripsi ini yang sekaligus menjadi pengantar 

untuk memahami materi yang lebih mendalam. Bab I ini terdiri atas beberapa sub 

yaitu : Latar Belakang Pennasalahan, Penjelasan Judul , Alasan Pemilihan JuduJ, 

Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan serta Pertanggungjawaban 

Sistematika. 

Bab II Kedudukan Anak Angkat. Setelah pada bab sebelumnya diuraikan 

mengenai Jatar belakang permasalahan yang berkaitan dengan pengertian dan 

alasan mengangkat anak maka dalam bab ini berisikan tentang : perbedaan 

kedudukan anak angkat apabila ditinjau dari hukum waris adat, hukum waris 

barat dan hukum waris islam. 

Bab III Penye lesaian Pembagian Hak Waris Anak angkat Atas Harta 

Peninggalan Orang Tua Angkat. Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut 

tentang hak waris anak angkat atas harta peninggalan orang lua angkat yang mana 

di dalam bab ini akan menguraikan lebih luas dengan cara menggunakan contoh 

kasus agar lebih mudah dipahami. 

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

Kesimpulan adalah intisari dari permasalahan yang sebelumnya, sedangkan Saran 

merupakan solusi yang sekiranya dapat diterapkan terhadap pennasalahan yang 

dirumuskan dan diharapkan dapat memberi suatu masukan untuk memperbaiki 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HAK ANAK ANGKAT... INDAH PUJI LESTARI



9 

keputusan yang pemah ada sebelumnya sehingga nantinya akan tercapai suatu 

keadilan untuk semua pihak. 
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BABII 

KEDUDliKAN ANAK ANGKAT 

A. Menurut Hukum Waris Adat 

Hukum adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 

tentang sistem dan azas- azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan 

ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan 

pemiliknya dari pewaris kepada ah li wari s. 

Pewarisan menurut hukum adat tidak hanya terjadi saat pewaris sudah 

wafat atau meninggal dunia tetapi dapat juga te~adi ketika pewaris masih hidup. 

Proses pengalihan harta kekayaan baik yang terwujud dan tidak berwujud, baik 

yang bernilai uang maupun yang tidak bemilai uang dari pewaris ketika ia masih 

hidup juga diatur dengan pewarisan menurut hukum waris adat. 

Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman budaya yang 

sangat besar yaitu dari Sabang sampai Merauke sehingga hukum adat yang 

berlaku juga sangat banyak atau sangat bervariatiftergantung dimana tempat asal 

budaya itu di lahjrkan dan berkembang. Hal inilah yang menyebabkan hukum 

waris adat pada suatu masyarakat adat berbeda dengan masyarakat adat lainnya. 

Perbedaan hukum waris adat pada suatu masyarakat adat dengan masyarakat adat 

lainnya dipengaruhi oleh perbedaan sistem kekeluargaan yaitu : 

1. PatrilinjaJ 

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. 

10 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HAK ANAK ANGKAT... INDAH PUJI LESTARI



II 

Dalam sistem ini yang menjadi ahli waris adalah anak- anak laki- Iaki 

sedangkan anak percmpuan pada dasarnya bukan ahli waris. 

2. Matrilinial 

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. 

Namun, anak laki- laki tetap dapat mewaris tetapi atas harta peninggalan ibu. 

Harta peninggalan bapak akan diwariskan pada saudara perempuannya 

sekandung, beserta keturunan saudara perempuan sekandung. 

3. Parental atau Bilateral 

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu 

dari pihak bapak dan pihak ibu. 

Hukum waris adat tradisional yang berlaku pada masyarakat yang 

menganut sistem kekcluargaan patrilinial dan matrilinial mulai dirasakan 

ketidakadilannya, sehingga perlu dilakukan koreksi- koreksi atas norma- norma 

hukum waris adat tradisional yang dilakukan oleh pewaris dengan cara 

pemberian sebagian dari harta warisan atau hibah atau pembekalan pada saat 

pewaris masih hidup. Misalnya : 

I. Hukum waris batak-Toba (menganut sistem kekeluargaan patrilinial) bahwa 

yang berhak atas warisan ayah hanyalah anak- anaknya laki-laki, dipennudah 

dengan cara pembekalan atas tanah pertanian atau ternak oleh si ayah kepada 

anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin serta kepada 

keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut.6 

6 lmam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Libcny, YogyakaTUI, Cct. II, 1981. h. 159 
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2. Hukum adat wans yang berlaku di Minangkabau (menganut sistem 

kekeluargaan matrilinial) dimana harta pencaharian suami tidak diwariskan 

kepada anak anaknya maka sebel urn ia meninggal sebaiknya harus sudah 

menghibahkan barang- barang dari harta pencahariannya kepada anak­

anaknya.7 

Di lndonesia juga terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat 

sebagai berikut : 

a. Sistem kewarisan individual 

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi- bagikan diantara para ahli wans 

seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. 

b. Sistem kewarisan kolektif 

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli wans yang 

bersama- sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut yang 

disebut harta pusaka tidak boleh dibagi- bagikan pemilikannya diantara para 

ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi- bagikan pemakainnya saja 

kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti masyarakat 

matrilinial di Minangkabau. 

c. Sistem kewarisan mayorat 

Cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh 

seorang anak saja, seperti di Bali. 

Ketiga sistem kewarisan diatas, masing- masing tidak langsung menunjuk kepada 

suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, 

7 
Socrojo Wignjodipocro, Penganlar dan Asas-Asas llukum Adal, llaji Masagung, Jakarta. 191!7. h. 173 
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sebab sesuatu sistem tersebut di atas dapat diketemukan juga dalam berbagai 

bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat 

pula diju.mpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.8 

Di dalam hukum adat, tidak memerlukan penetapan atau putusan dari 

pengadilan untuk mengangkat anak karena hukum adat adalah hukum yang lahir 

dan berkembang dari kebiasaan--kebiasaaan masyarakat yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Jadi yang dibutuhkan dalam 

mengangkat anak didalam hukum waris adat adalah hanya dengan pengakuan 

dari orang tua angkat didalam kehidupan sehari- hari . Dengan begitu, hak waris 

anak angkat menurut hukum waris adat tergantung pada kebiasaan yang lahir di 

setiap daerah yang bersangkutan. 

Di daerah Lampung, anak angkat yang mewarisi harta dari bapak angkat 

disebut sebagai anak angkat tegak tegi sebagai penerus keturunan bapak 

angkatnya. Ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan 

bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkatnya itu tadinya hanya merupakan 

anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti disebut anak panutan, 

anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip, dan sebagainya itu, apabila ia 

telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi maka ia 

berhak mewaris dari bapak angkatnya. Pada dasaranya anak angkat tegak tegi 

atau sebagaimana yang dimaksud anak angkat mutlak di kalangan masyarakat 

Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi 

8 Ibid, h. 165. 
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sebagai waris dari bapak atau orang tua kandungnya, ia hanya mewaris dari orang 

tua angkatnya saja9
. 

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang 

melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan 

memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak angkat 

tersebut berkedudukan seperti anak kandung untuk meneruskan turunan bapak 

angkatnya10
. 

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara 

anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan 

rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, 

akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk 

meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat 

itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, lelaki ataupun perempuan 

berdasarkan alasan 11
: 

a. untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat 

b. kadang-kadang oleh sebab be las kasihan, jadi untuk menolong anak itu 

c. berhubung dengan kepercayaan bahwa karena mengangkat anak itu, 

kemudian akan mendapat anak sendiri 

9 Hilman Hadikusuma, op. cit.. h. 80. 
10 Socpomo, Bab-Bab Tentang Hokum Adat, U nivcrs llas, 19 (>7, h . 103. 
II Tbid, h. I 04. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HAK ANAK ANGKAT... INDAH PUJI LESTARI



15 

rl. mungkin pula untuk mendapat bujang dirumah, yang dapat membantu 

pekerjaan orang tua sehari- hari 

Di Jawa, anak angkat itu ngangsu sumur loro artinya mempunyai dua 

sumber warisan, karena ia mendapat dari orang tua angkat dan mendapat juga 

warisan dari orang tua kandungnya. Hal ini pernah sebagai keputusan pengadilan 

Purworejo, tanggal 6 Januari 1937 bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua 

kandungnya dan kerabatnya sendiri. 

Jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapatkan bagian yang 

waJar at.au akan tersisihkan dari anak kandung setelah ia meninggal dunia maka 

orang tua angkat sebelum meninggal dunia dapat memberi bagian harta warisan 

kepada anak angkat dengan cara penunjukan atau hibah atau wasiat. Apabila di 

dalam pewarisan masih ada anak kandung maka bagian anak angkat tidak boleh 

lebih daripada bagian anak kandung scbagaimana telah tertuang di dalam 

keputusan Mahkamah Agung, tanggal 18 Maret 1959 no. 37.K./Sip/ 1959 yang 

menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini 

dari orang tua angkatnya sedangkan terhadap harta asal tidak berhak mewaris, 

kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam 

keputusan Kamar III Raad van Justitie, tanggal 25 Mei 1939 bahwa anak angkat 

dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang 

menurut keadaan dianggap adil. 

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di 

Kalimantan Barat, apabila seseorang anak telah diangkat menjadi ank angkat 

maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak 
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angkatnya kecuali ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak terhadap orang 

tua, misalnya, t1dak menjaga nama baik orang tua angkatnya12
. 

Anak- anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi 

waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak mempunyai anak 

sama sekali, maka di daerah Lampung beradat pepadun tidak dapat menjadi waris 

disebabkan bukan anak tegak tegi, bukan anak angkat dari anggota kerabat 

sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal usul si anak tidak 

jelas keturunannya. Misalnya anak- anak angkat sebagai beri kut :13 

a. Anak akkenan (anak akuan) yaitu seseorang yang diakui anak karena belas 
kasihan dan atau karena baik hati 

b. Anak pancingan (di Jawa, anak panutan) ya itu anak orang lain yang diangkat 
sebagai pancingan agar mendapat anak karena pasangan suami istri sudah 
lama kawin belum mempunyai anak, disebutjuga anak pupon 

c. Anak isik'an (anak piara) yaitu anak yang dipelihara hidupnyakarena susah 
dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anak 
pungut 

d. Anak titip yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat 
mengurus anak dengan baik sehingga diserahkan kepada kakek nenek atau 
kerabat tetangga lain 

Kesemua anak- anak tersebut diatas tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat 

saja merukrnati harta wari san dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang 

tua angkatnya. 

Pencabutan pewarisan untuk anak angkat dapat terjadi, apabila sikap dan 

perbuatan anak anagkat dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga 

orang tua angkatnya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Landraad Malang, 

tanggal 16 Februari 1938 yang mengharuskan anak angkat menghormati dan 

menolong orang tua angkatnya. Jika anak angkat sangat kurang memenuhi 

12 Hilman Hadil..'llSuma, op. cit, h. 81 . 
13 fbid, h. 83. 
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kehormatan dan pertolongan tersebut, ia boleh dianggap memutuskan pertaliannya 

dengan orang tua angkatnya. 

Anak angkat yang dapat mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya 

pada umumnya merupakan anak angkat yang diangkat dikarenakan tidak 

mempunyai keturunan dan tidak ada anak laki- laki. sebagai penerus keturunan 

pada masyarakat patriliniaJ atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan 

pada masyarakat matrilinial sehingga anak yang diangkat ini merupakan ahJi 

waris dari orang tua angkatnya. 

Berbagai keterangan diatas, jelas terlihat adanya perbedaan kedudukan 

anak angkat daJam hukurn waris adat dari satu masyarakat adat dengan 

masyarakat adat lainnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadikan kesamaan 

pada beberapa masyarakat adat yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris 

yaitu dalam hal harta warisan yang hcndak diberikan pada anak angkat yaitu 

berupa harta pencaharian atau harta gono-gini , sedangkan harta pusaka atau harta 

bawaan dari orang tua angkat tetap menjadi hak anak kandung, apabila terdapat 

anak kandung dan atau kembali kepada keluarga adat yang memberikan harta 

tersebut. 

B. Menurut Hukum Waris Barat (B.W.) 

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si 

pewaris) dalam hubungan- hubungan hukum harta kekayaannya didalam 

keluarga. 14
. 

14 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 3. 
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Untuk dapat terjadinya pewarisan maka harus memenuhi dua syarat yaitu: 

a. Harus ada orang yang meninggal dunia 

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 830 B. W. yaitu Pewarisan hanya 

berlangsung karena kematian. 

b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan 

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 836 B. W. yaitu Dengan mengingat 

akan ketentuan dalam pasaJ 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris 

seorang harus telah ada, pada saat warisan itu terbuka. 

Telah disebutkan diatas bahwa kewarisan menurut pasal 830 B. W. hanya 

terjadi karena kematian. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu : 

I. Ahli waris menurut ketentuan Undang- Undang atau disebutjuga ab-intestato. 

Hal tersebut sesuai dengan pasaJ 832 ayat 1 B. W. yaitu Menurut undang-

undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, 

baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama. 

2. Ahli waris karena surat wasiat atau disebutjuga testamen 

Hal terse but sesuai dengan pasal 874 B. W. yaitu Segal a harta peninggalan 

seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya 

menurut undang - undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak 

telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. 15 

Ketentuan dari pasal 832 B.W. jelas terlihat bahwa yang berhak mewaris 

adalah anak sah dan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sedangkan 

anak angkat tidak dicantumkan sama sekali di dalam pasal tersebut, sehingga 

15 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, 
h. 231. 
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secara sederhana anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, bisa 

saja anak angkat dapat berkedudukan sebagai ahli waris apabila ia tercantum 

ctalam surat wasiat yang menyatakan bahwa ia adalah ahli waris dari pewaris atau 

orang tua angkatnya. 

Pengertian dari sural wasiat atau testamen di da1am pasal 875 B.W. ada1ah 

suatu akta yang memuat pemyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya 

akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali 

lagi. 

Pengangkatan anak merupakan sa1ah satu perbuatan perdata yang 

merupakan bagian hukum kekeluargaan, namun di B. W. pengangkatan anak ini 

tidak diatur. Pada saat itu ada tradisi yang amat kuat didalam masyarakat 

Tionghoa untuk mengangkat anak dengan tujuan meneruskan keturunan. Dengan 

demikian karena tuntutan masyarakat Tionghoa tersebut maka pemerintah Hindia 

Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan 

anak sehingga keluarlah peraturan pemerintah Hindia Belanda Staatblad no. 129 

tahun 1917. Pacta pasal 5 sampai 15 memuat aturan mengangkat anak atau lebih 

dikenal dengan sebutan adopsi untuk masyarakat Tionghoa atau biasa disebut 

dengan masyarakat golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu- satunya 

Staatblad no. 129 tahun 1917 seperti yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 

maka untuk mengemukakan data pengangkatan anak menurut versi hukum Barat 

ini sernata- mata berasal dari Staatbad tersebut. 

Yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengangkat anak tidak 

ditemukan secara konkrit pada satu pasal pun didalam Staatblad no. 129 tahun 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HAK ANAK ANGKAT... INDAH PUJI LESTARI



20 

1917 ini. Hanya sebagai pedoman pembahasan bahwa yang boleh diangkat 

sebagai anak angkat hanyalah anak laki- laki. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 

ayat 1 dan di pertegas lagi didalam pasal 6 Staatblad no. 129 tahun 1917 yang 

menyatakan bahwa : 

Pasa/ 5 (/) : Bila seorang laki laki, kawin a/au pernah kuwin, tidak mempunyai 
keturunan yanJ.!. suh dulam J.!.Uris loki laki, haik karena huhungan 
durah maupun kurenu pengungkutun duput me11gungkut unuk laki­
/akinya. 

Pasal 6: Yang boleh diangkat sebagi anak anak hanyalah orang Tionghoa laki­
laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang be/um diangkat 
oleh orang lain. 

Sedangkan, untuk anak perempuan dengan tegas pada pasal 15 ayat 2 Staatblad 

no.l29 tahun 1917 mengemukakan bahwa Adopsi terhadap anak-anak perempuan 

dan dengan cara lain daripada dengan akta notaris adalah batal demi hukum. 

Ketentuan diatas sebenamya berangkat dari satu sistem kepercayaan 

masyarakat Tionghoa bahwa anak laki- laki itu dianggap oleh masyarakat 

Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka kemudian hari . Disamping itu 

pula yang terpenting bahwa anak laki- lakilah yang dapat memelihara abu leluhur 

orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari orang Tionghoa tidak mau anak 

laki- lakinya diangkat orang lain kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu 

lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak- anaknya 16 

Dalam perkembangan zaman, maka lama kelamaan aturan adopsi yang 

hanya berlaku untuk anak laki- laki dirasa sudah tidak sesuai lagi dan 

diperlukannya perubahan schingga anak pcrcmpuan dapat diadopsi juga. Jalan 

l
6 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 35. 
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yang benar memang merubah undang- undang atau membuat undang- undang 

yang baru tetapi jalan yang ditempuh adalah dcngan pengakuan dari pengadilan. 

Pengakuan yang diberikan oleh pengadilan adalah dalam bentuk keputusan 

pengadilan, dalam hal ini dapat dilihat beberapa keputusan Pengadilan Negeri 

yang relevan antara lain : Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 

29 Mei 1963 no. 907/ 1963 telah melakukan pengangkatan anak perempuan. 

Di dalam Staatblad no. 129 tahun 1917 pasal I I dan pasal I 2 yang 

mengemukakan bahwa anak yang diangkat oleh keluarga lain akan masuk dalam 

marga keluarga yang mengangkatnya dan ia memiliki nama marga orang tua 

angkatnya dan menjadi anggota kcluarga orang tua angkatnya sehingga akan lepas 

dari keluarga kandungnya. Akibat hukum yang timbul dari masuknya anak angkat 

sebagai anak kandung ke dalam keluarga orang tua angkatnya adalah anak angkat 

ini akan memiliki hak waris dan hak alimentasi atau hak pemeliharaan dari orang 

tua angkatnya. Anak angkat ini diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan 

yang sah sehingga anak angkat merupakan anak sah yang mempunyai kedudukan 

sebagai ahli waris sesuai dengan pengaturan dalam pasal 832 B. W. 

Pengaturan mengenai adopsi anak pada Staatblad no. 129 tahun 1917 

masih diberlakukan sampai sekarang di Indonesia berdasarkan pasal II aturan 

peralihan UUD 1945 17
. Namun ada beberapa ketentuan didalam Staatblad no. 129 

tahun 1917 yang sudah mulai diperbaharui atau diatur lebih lanjut yaitu didalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung R1 no. 2 tahun 1979 dan disempurnakan kembali 

didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R I no. 6 tahun 1983 yang menyatakan 

17 Dalam Amandemen ke-Empol Th. 2002 UUD 1945 Paso! I oturan peralihan, "Segala peraturan Perundang­
undangan yang ada masih lelap berlaku sclama bel urn diadakan yang baru menurul undang-undang dasar ini" 
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bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka pengangkatan anak 

antar WNI dan pengangkatan anak antar WNI dan WNA atau sebaliknya, 

hendaklah melalui Pengadilan Negeri maka akan terjadi kepastian hukum atas 

status anak angkat itu sendiri dikemudian hari . Perubahan status anak angkat 

menjadi anak sah menyebabkan perubahan kedudukan anak angkat dalam hal 

pewarisan yaitu anak angkat tcrscbut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris 

dari orang tua angkatnya. 

Dengan demikian pengaturan mengenai anak angkat tersebut mengacu 

kepada Staatblad no. 129 tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak angkat yang 

telah diangkat berdasarkan hukum, tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan 

dengan orang tua kandungnya sehingga dalam hal pewarisan anak angkat yang 

telah diangkat oleh orang tua angkat ini tidak berhak mewaris dari orang tua 

kandungnya. 

C. Menurut Hukum Waris Islam 

Setiap pribadi muslim wajib melaksanakan kaidah- kaidah atau peraturan-

peraturan hukum Islam dan menjauhi semua larangan-larangan yang secara jelas 

diatur di dalam hukum Islam. 

Oemikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu 

~cetentuanpun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan 

faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalarn surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 

Allah swt menetapkan yang artinya sebagai berikut : 

Ayat 13 : (Hukum- hukum tersebut) ilu (r;ebe/um ayat ini, yaitu mulai ayat 7 
sampai dengan ayal 12 adalah ayat- ayat mengenai pokok- pokok 
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hukum faraidh) ada/ah ketentuan dari Allah swt. Barangsiapa taat 
kepada Allah swt dan Rosui-Nya, niscaya Allah swt memasukkannya ke 
dalam surga yang mengalir, didalamnya sungai- sungai, sedang 
mereka keka/ di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar 

Ayat 14: Dan barangsiapa mendurhakai Allah swl dan Rosui-Nya dan melanggar 
ketentuan- ketentuan-Nya, niscaya Allah swt memasukkannya ke dalam 
api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang 
mengerikan. 

Ketentuan-ketentuan di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah swt 

agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah 

berdasarkan ketentuan /\1-Qur' an dan dalam hal ini RasuluiJah saw lebih 

mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang 

artinya berbunyi sebagai berikut : 

"Bagilah harta pusaka antara ahli - ahli war is menurut kitabullah (Al-Qur 'an)" 
(Fathur Rahman, 1987:3-1/8 

Namun demikian ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa 

pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan 

pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an yang pembagiannya dapat 

dilaksanakan dengan jalan musyawarah dian tara keluarga. 

Wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta wansan sesuat 

petunjuk Al-Qur'an dan AI-Hadits yang didasarkan ketentuan surat An-Nisa' ayat 

13 dan 14 dan Hadits Rasulullah sebagaimana dikemukakan di atas juga didasari 

ketentuanan yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya berbunyi sebagai 

berikut : 

" Hai orang- orang yang beriman j angan/ah kamu saling memakan harta 
sesamamu denganjalan yang bat hi/, ... " 

11 Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis), Sinar Grafika, 
Jakarta, 200 I, h. 4 
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Kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara wansan terdapat di 

dalam pasa1 2 Undang-Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989 yang 

menyatakan bahwa : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini. 

Pasal di atas yang dimaksud perkara-perkara tertentu, ditegaskan kembali 

didalam pasal 49 Undang- Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989 yang 

menyatakan bahwa : 

(I) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara- perkara ditingkat perlama antara orang- orang yang 
beragama Islam dibidang: 
a. perkawinan 
b. kewarisan, wasiat, dan hi bah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
c. wakaf dan shadaqah 

(2) Hidang perkawinon sehagaimanu yung dimaksud dalam ayat (I) hun~( a 
ialah hal- hal yang diatur dalam alau berdasarkan undang- zmdang mengenai 
perkawinan yang berlaku 

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) huruf b ialah 
penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing masing dan melaksanukan 
pembagian hart a peninggalan tersebut 

Apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan 

lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini 

secara tegas dikemukakan dalam pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama no. 

7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa : Dalam hal teijadi sengketa mengenai hak 

milik atau keperdataan lain dalam perkara- perkara sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut diputus 

lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
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Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili 

perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa : 

" Dengan mengaitkan asas personalitas keis/aman dengan ketentuan 
pasal 49 ayat 2 huruf b jo Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang 
menentukan sa/ah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan 
mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang 
perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kala 
{ain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama 
Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan 
Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum. " 

Melihat ungkapan Yahya Harahap di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

persoalan-persoalan atau perkara- perkara kewarisan bagi masyarakat yang 

beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk 

mengadilinya. 

Dengan melihat bunyi dan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam 

menentukan bahwa ada tiga syarat untuk menjadi ah li waris yaitu: 

I. orang yang mempunyai hubungan darah 

2. beragama Islam 

3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris 

Persyaratan pertama, dan persyaratan menjadi ahli wans dipertegas 

kembali dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut: 

(1) Ke/ompok- kelompok ahli waris terdiri dari: 
a. Menurut hubungan darah : 

• go/ongan laki- /aki terdiri dari : ayah, anak /aki- /aki, saudara laki­
/aki paman, dan kakek 

• gvlongan perempuan ferdiri dari : ihu, anak perempuan, saudara 
perempuan dan nenek 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda ataujanda 
(2) Apabila semua ah/i waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : 

anak, Ayah, ibu, Janda a tau duda 
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Persyaratan kedua, sudah jelas sekali harus beragama Islam dan untuk 

persyaratan ketiga diperjelas didalam pasal I 73 Kompilasi Hukum Islam yang 

bunyinya sebagai berikut : 

Seorang terhalang menjadi ahli waris apahila dengan putusan Hakim yang te/ah 
mempunyai kekuatan hukum yang letap, tlihukum karena : 
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoha memhunuh atau menganiaya 

berat pada pewaris 
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan hahwa 

pewaris Ielah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat 

Mengenai kedudukan anak angkat AI-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw 

tidak mengakui kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, kalaupun 

disejajarkan kata Allah swt itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal 

yang sebenamya menurut hati nurani , dan oleh karena itu anak angkat tersebut 

hanya mempunyai hubungan waris mewaris hanya dengan orang tua kandungnya. 

Penjelasan yang menyatakan hal seperti di atas terdapat dalam Al-Qur'an surat 

Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: 

Ayat -1 : Tiadalah Allah swt membuat dua buah hati dalam rongga (dada) 
seseorang, dan tiada pula Ia menjadikan istri- istrimu yang kau 
ceraikan dengan zhihar (yailu dengan mengatakan, " kau bagiku 
seperli punggung ihuku) sebagai ibumu, dan tiada Ia menjadikan anak­
anak angkalmu (sendiri). ltu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu. 
Allah swt mengatakan yang sebenarnya, Ia menunjukkan )alan (yang 
benar). 

Ayat 5 : Panggilah mereka dengan (nama- nama) ayahnya. !tu lebih benar 
menurut Allah swt. 'l'etupi jiku kamu tiudu mengetuhui uyuh ayah 
mereka (sebutlah mereka) saudara- saudaramu dalam agama, dan 
maula- mau!amu (yang dimaksud dengan maula adalah hamba sahaya 
yang sudah dimerdekakan at au anak angkat). Tiada dosa bagimu jika 
kamu khilaf dalam hal itu. Tapi (yang terpenting ialah) yang diniatkan 
oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
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Anak. angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah anak. angkat yang 

dimaksud dalam pasal 171 huruf h menegaskan bahwa anak. yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan Pengadilan. Maksud dari anak angkat pada pasal 171 huruf 

h Kompilasi Hukum Islam adalah anak orang lain yang diangkat dan diasuh oleh 

seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

(inkracht). Apabila anak yang diangkat tidak melalui putusan pengadilan maka ini 

bukanlah anak angkat yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak 

akan tunduk pada segala ketentuan mengenai anak anagkat yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kewarisan. 

Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat anak angkat yang dimaksud 

dalam pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari , biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan, jarang sekali ada. Kebanyakan anak-anak yang 

diangkat pada masyarakat kita adalah anak-anak diangkat Iangsung oleh orang tua 

angkatnya tanpa melalui putusan pengadilan. 

Dalam hal anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya tanpa 

melalui putusan pengadilan, anak- anak angkat ini tetap berhak mendapatkan harta 

peninggalan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau berdasarkan wasiat 

wajibah bila ia tidak memperoleh wasiat. Pemberian wasiat atau wasiat wajibah 

yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama kepada anak angkat merupakan 
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penegasan bahwa anak angkat tersebut adalah benar (sah) anak angkat pewaris 

dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya 

sebesar yang ditentukan dalam wasiat atau dalam wasiat wajibah. 

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur didalam pasal 209 ayat 2 

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa : Terhadap anak angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta 

warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam AI-

Qur'an dan Hadits Rasulullah tidak diatur secara terperinci hanya diatur mengenai 

ketentuan kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang beriman yaitu dalam surat 

Al-Baqarah ayat 180 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut : 

" Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (Ianda­
Ianda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasial untuk ibu bapak dan 
karib kerabatnya secara ma 'ruf (ini ada/ah)kewajiban alas orang orang yang 
bertakwa." 

Didalam pasal 1 95 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa 

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan 

kecuali apabila semua ahli waris menyetuj ui. Pasal ini mengandung arti bahwa 

pewaris bisa mewasiatkan hartanya kepada orang lain lebih dari sepertiga 

hartanya apabila ahli warisnya menyetujuinya. Walaupun nantinya ahli waris akan 

mendapatkan wasiat lebih sedikit dari penerima wasiat namun apabila para ahli 

waris menyetujuinya maka hal ini tidak akan jadi masalah. Hal ini sama dengan 

ketentuan hadits dimana pewasiat dalam membuat wasiat tidak boleh sampai 

membiarkan ahli warisnya dalam keadaan serba kekurangan dan apabila ahli 

waris sudah berkecukupan maka pewasiat boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga 

harta peninggalanya. 
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Ketentuan besamya wasiat dan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum 

Islam adalah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua 

angkatnya. Hal ini akan menimbulkan sengketa apabilajumlah harta warisan yang 

diterima oleh anak angkat lebih banyak dari harta warisan yang diterima oleh anak 

kandung karena akan terjadi sengketa waris maka Pengadilan Agama berwenang 

untuk mengadilinya dan memutuskan atau menyelesaikan sengketa tersebut. 

Dengan demikian agar tercipta suatu keadilan maka Pengadilan Agama harus 

.nampu untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dengan menetapkan 

berapakah bagian yang proposional atau bagian yang pantas a tau layak yang dapat 

diterima oleh anak angkat tersebut. 

Untuk menentukan besamya wasiat wajibah yang proposional yang 

mencerminkan aspek keadilan bagi seluruh ahli waris maka harus ditentukan 

kedudukan anak angkat tersebut mewaris bersama ahli waris siapa saja. Apabila 

anak angkat ini kedudukan dalam mewarisnya bersama- sama dengan anak 

kandung maka bagian harta peninggalan yang dapat diperolehnya seharusnya 

tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung perempuan. Dengan demikian 

tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan adan tidak ada lagi unsur 

ketidakadilan. 19
. 

Wasiat wajibah sama dengan wasiat yaitu harus lebih didahulukan 

pelaksaannya daripada pembagian harta warisan kepada ahli waris. Dengan kata 

lain, sebelum harta warisan dibagikan maka wasiat harus diberikan kepada 

penerima wasiat atau dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan 

19 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secnra Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 115. 
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ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa : " .... Sesudah 

dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris) ... ". 20 

Dengan demikian ketentuan didalam surat An-Nisa' ayat 12 dapat kita 

tafsirkan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya adalah setelah 

harta warisan benar- benar telah diserahkan terlebih dahulu kepada penerima 

wasiat atau penerima wasiat wajibah dalam hal ini adalah anak angkat sedangkan 

perhitungan besamya wasiat wajibah agar proposional atau pantas diterima oleh 

anak angkat supaya tercermin keadilan maka perhitungannya harus dibuat atau 

didudukan bersama-sama dengan ahli waris Jainnya 

20 fbid, h. I 14. 
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PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK W ARIS ANAK 

ANGKATATASHARTAPENlNGGALAN 

ORANG TUA ANGKA T 

A. Kasus Posisi 

Di dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selalu diwamai dengan 

kebahagiaan namun juga diwamai dengan berbagai macam masalah atau 

problematika hidup. Pennasalahan yang sensitif atau sangat peka yang dapat 

merusak hubungan kekeluargaan adalah waris. Masalah waris dikatakan sebagai 

masalah sangat sensitif karena berkaitan dengan pembagian hak atas harta 

peninggalan untuk setiap ahli waris yang mana masih dalam lingkungan keluarga. 

Di dalam pembagian waris pasti ada ahli waris yang setuju dan ada ahli waris 

yang tidak setuju atas hasil perr.bagian waris tersebut. Apalagi jika ada pihak luar 

yang menginginkan atau merasa punya hak untuk mendapatkan harta peninggalan 

pewaris misalnya pewaris meninggalkan anak angkat ataupun mempunyai istri 

lain. Pennasalahan tidak hanya sampai disitu karena permasalahan akan menjadi 

sengketa waris apabila jalan keluamya harus diselesaikan di depan Pengadilan 

Agama agar antara para pihak tidak terputus tali silaturahminya. 

Diantara banyak kasus yang terjadi, kasus yang menjadi fokus penulisan 

skripsi ini yang kasus posisinya sebagai berikut : 

" Seorang wanita Jepang bemama Reiko Sogabe bercerai dengan suaminya Ueno 

fwao dengan meninggalkan seorang anak laki-laki Yoshifuni Ueno. Pada tahun 
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1964 seorang pria lajang dari Indonesia yang berada di Tokyo yang bemama 

Rustam Ibrahim menikahi Reiko Sogabe secara agama Islam di Mesjid Tokyo 

Jepang, kemudian pada 13 November 1975, keduanya kawin lagi di 

Takamatsushi Kagawa Prefecture secara adat istiadat Jepang. Perkawinan ini 

dicatat dihadapan Walikota Takamatsu. Selanjutnya surat nikah didaftarkan di 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Pada tahun 1976, suami istri 

Rustam Ibrahim dan Reiko Sogabe, yang kemudian berganti nama menjadi 

Widawati Reiko Rustam binti Sogabe dalam perkawinannya belum mempunyai 

anak maka anak Widawati Reiko dengan suaminya terdahulu dijadikan anak 

angkatnya Rustam Ibrahim bersama istrinya Widawati Reiko dan mereka bertiga, 

Rustam Ibrahim dan istri beserta anak angkatnya pindah kediaman di Jakarta 

Indonesia. Saat itu pula Rustam Ibrahim mendaftarkan/ mencatatkan 

perkawinannya yang dilangsungkan di Tokyo Jepang kepada Kantor Catatan 

Sipil Jakarta dengan Akta Perkawinan No. 30 / 1976, tanggal22 November 1976. 

Pada tanggal 7 Juli 1987, Rustam Ibrahim diam-diam menikah lagi dengan 

Soifah binti Musodik tanpa sepengetahuan istrinya Widawati Reiko. Dalam 

pernikahannya dengan Soifah, Rustam Ibrahim diberikan anak kandung 

perempuan yang bemama Fitria yang lahir pada tahun 1989. Perkawinan Rustam 

dengan Soifah tersebut meninggalkan protes dari istri pertama namun tidak 

sampa1 terjadinya urusan di Pengadilan Agama. Pada tahun 1996, Rustam 

Ibrahim meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri, satu anak angkat, 

satu anak kandung dan sembilan orang saudara kandung yang terdiri dua orang 

saudara laki- laki yaitu H.Gustam dan H. Bustanul Arifin dan tujuh orang saudara 
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perempuan yaitu Hj. Siti Maemunah, Hj. Umi Kalsum, Hj. Siti Rahmah, Hj. 

Syahniar Rozad, Hj . Rusna Roppie, Hj. Rusnah Yunus dan Hj. Nursiah Thaher. 

Setelah Rustam Ibrahim meninggal dunia, pihak sembilan orang saudara kandung 

dan Soifah menuntut Widawati Reiko untuk membagi harta warisan yang 

ditinggalkan oleh almarhum Rustam Ibrahim karena sebelumnya melalui 

musyawarah tidak berhasil maka jalan yang ditempuh mel a lui jalur hukum. Pada 

tanggal 15 Desember 1996, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 

04 79 I Pdt. G I 1996 I P A.JS memutuskan perkara terse but yang menyatakan 

bahwa menetapkan ahli waris sah dari pewaris dengan bagiannya masing­

masing sebagai berikut : 

1. Widawati, istri pertarna pewaris mendapatkan = 5180 bagian 

2. Soifah, istri kedua pewaris mendapatkan = 5180 bagian 

3. Fitria, anak perempuan kandung pewaris = 40180 bagian 

4. Dua orang saudara laki- laki kandung pewaris yang masing-masing 

mendapatkan = 4/80 bagian 

5. Tujuh orang saudara perempuan kandung pewans yang masing- masing 

mendapatkan = 2/80 bagian 

6. Yoshifuni Ueno, anak angkat pewaris mendapatkan wasiat wajibah = 8/80 

bagian 

7. Menetapkan sebagai hukum bahwa setengah (50%) dari harta bersama 

pewaris dengan Widawati adalah milik Widawati dan setengahnya Jagi (50%) 

harus dibagikan kepada seluruh ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 
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8. Menetapkan sebagai hukum bahwa setengah (50%) dari harta bersama 

pewaris dengan Soifah adalah milik Soifah dan setengahnya lagi (50%) harus 

dibagikan kepada ahJi waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing­

masmg. 

9. Menghukum semua ahli waris untuk membagi tirkah pewaris tersebut diatas 

sesuai dengan bagiannya masing- masing, dengan ketentuan bila tidak dapat 

dibagi secara nyata maka haruslah dilelang dimuka umum oleh Pejabat yang 

berwenang. 

Pihak tergugat dalam hal ini adalah Widawati mengajukan banding maka pada 

tanggal 10 Juli 1997, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan No. 34 I 

Pdt. G I 1997 I PTA. JK memutuskan bahwa : Perkawinan Soifah dengan pewaris 

tidak melalui jalur hukum yang sah maka Soifah dan Fitria bukan ahli waris dari 

Rustam Ibrahim maka ahli waris yang sah dari pewaris dan pembagiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Widawati, istri pewaris mendapatkan = 11144 bagian 

2. Dua orang saudara Iaki-laki kandung pewaris mendapatkan masing-masing 

= 6/44 bagian 

3. Tujuh orang saudara perempuan kandung pewaris mendapatkan masmg-

masing = 3144 bagian 

Pihak penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta daP. pihak 

penggugat mengajukan kasasi maka pada tanggal 28 Oktober 1998, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dengan No. 38. K I AG I 1998 memutuskan bahwa : 
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I. Perkawinan an tara pewans dengan Soifah sejak tahun I 987 sam pat saat 

pewaris meninggal dunia, istri pertama Widawati Reiko tidak pemah 

mengajukan pembatalannya di Pengadilan Agama. Hal ini membuktikan 

bahwa istri pertama tidak melarang suaminya berpoligami sehingga Soifah 

dengan anaknya Fitria berhak menjadi ahli waris dari pewaris. 

2. Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama, setengahnya (50%) milik 

Widawati dan setengahnya (50%) milik pewaris yang kemudian dibagikan 

kepada : a. istri pertama sebesar = 1116 bagian 

b. istri kedua sebesar = 1/16 bagian 

c. anak angkat (suami dengan istri pertama) = 1/3 bagian 

d. anak kandung dari istri kedua = 13/24 bagian 

3. Harta bersama antara pewaris dengan istri kedua, setengahnya (50%) milik 

Soifah dan setengahnya (50%) lagi milik pewaris yang kemudian dibagikan 

kepada : a. istri kedua sebesar = 1 /16 bagian 

b. istri pertama sebesar = 1/16 bagian 

c. anak kandung dari istri kedua = 7/8 bagian 

B. Analisa Kasus 

Kasus posisi di atas, sangatlah jelas bahwa setiap tahapan pengadilan 

menyatakan putusan yang berbeda- beda dan putusan Mahkamah Agung 

merupakan putusan final sehingga para pihak harus bisa menerima dan 

menjalankan putusan tersebut, suka atau tidak suka harus tetap dipatuhi. 
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Dalam menganalisa kasus diatas, tahapan pertama yang harus dikerjakan 

adalah menggambar skema dari kasus posisi diatas, agar lebih mudah dalam 

menganalisanya. Skema gambar dari kasus posisi diatas sebagai berikut : 

X 

SR SRd 

Keterangan gam bar tersebut adalah : 

X = Ayah Rustam Ibrahim Y = Ibu Rustam Ibrahim R Y = Rusnah Yunus 

UI = Ueno Iwao G = Gustam BA = Bustanul Arifin 

WR = Widawati Reiko SM = Siti Maemunah NT = N ursiah Thaher 

YU = Yoshifuni Ueno UK = Umi Kalsum 0 = laki -laki 

R1 = Rustam Ibrahim SR = Siti Rachmah 6 = perempuan 

S = Soifah SRd = Syahniar Rozad • = telah wafat 

F = Fitria RR = Rusiah Roppie • = telah wafat 

L__j = hubungan perkawinan 

11 = hubungan keluarga I saudara 

L - _j = putusnya bubungan perkawinan 

T = hubungan anak I keturunan 
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Setelah menggambar kasus posisi maka selanjutnya adalah menelaah siapa saja 

yang berhak mewaris dari kasus posisi tersebut. 

Perkawinan yang dilakukan Rustarn Ibrahim dengan Widawati Reiko 

pada tanggal 8 Mei 1964 adalah sah karena sudah memenuhi unsur di dalam 

pasal 2 Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: 

(/) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing 
agamanya dan kepercayaannya itu 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurul peraturan perundang- undangan yang 
ber/aku. 

Perkawinan tersebut telah memenuhi dua ayat di daJam pasal 2 tersebut, yang 

mana perkawinan antara Widawati dengan Rustam Ibrahim telah dilakukan 

berdasarkan hukum masing- masing agamanya di Mesj id Tokyo dan telah dicatat 

dihadapan Walikota Takarnatsu dan Surat Nikahnya telah didaftarkan di 

Kedutaan Besar Republik fndonesia serta telah dicatat di Kantor Catatan Sipil 

Jakarta-Akta Perkawinan no. 30 I 1976, tanggal 22 November 1976. Dalam 

pewarisan maka Widawati sebagai janda berhak mewaris dari harta peninggalan 

suaminya Rustam Ibrahim. 

Di dalam Perkawinan antara Rustam Ibrahim dengan Widawati tidak 

mempunyai anak maka anak Widawati dengan suaminya yang terdahulu, yang 

bernama Yoshifuni Ueno diangkat menjadi anak angkat oleh Rustam Ibrahim. 

Dalam hal ini Y oshifuni tidak dapat mewaris dari harta peninggalan Rustarn 

Ibrahim walaupun di dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah 

mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat sebanyak- banyaknya 1/3 bagian dari 

harta warisan orang tua angkatnya. Yoshifuni tidak dapat menerima wasiat 

wajibah karena pada waktu Yoshifuni diangkat menjadi anak angkat tidak 
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melalui penetapan atau putusan pengadilan, yang mana telah dijelaskan didalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h yang memberikan pengertian, anak 

angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, 

biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal 

kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan kata lain, 

Yoshifuni diangkat menjadi anak angkat oleh Rustam Ibrahim hanya melalui 

kebiasaan atau pengakuan dalam kehidupan sehari- hari yang mana dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggungjawab kepada Rustam Ibrahim sehingga Yoshifuni tidak berhak 

untuk mendapatkan harta peninggalan dari Rustam Ibrahim yang juga merupakan 

ayah tirinya. Dalam praktek, penetapan sahnya pengangkatan anak tidak selalu 

terjadi pada saat anak tersebut diangkat menjadi anak angkat terkadang penetapan 

sahnya pengangkatan anak juga bisa terjadi pada saat kasus tersebut diselesaikan 

di pengadilan. 

Pemikahan kedua Rustam Ibrahim dengan Soifah pada tanggal 7 Juli 

1987, adalah nikah liar. sehingga Soifah tidak dapat mewaris dari harta 

peninggalan Rustam Ibrahim. Dikatakan nikah liar karena perkawinan yang 

dilakukan Rustam Ibrahim dengan Soifah tidak melalui jalur yang benar yang 

mana seharusnya Rustam Ibrahim harus Iewatjalur hukum apabila ingin menikah 

lagi. Ketentuan untuk menikah lagi atau yang biasanya disebut Poligami harus 

memenuhi rukun dan syarat- syarat didalam Undang- Undang Perkawinan no. I 

tahun 1974 pasal 4 jo pasal 5 ayat I yang menyatakan bahwa : 
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Pa.ml -1 
(1) Daiam hal seorang suami akan beristri Jebih dari seorang, sebagaimana 

tersebut daiam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempatlinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (/) pasal ini hanya memberikan izin kepada 
seorang suami yang akan berislri /ebih dari seorang apabila : 
a. islri tidak dapal menjalankan kewajibannya sehagai istri 
b. islri mendapat cacal badan atau penyakit yang tidak dapal disembuhkan 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Pasa/5 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (/) Undang- undang ini, han1s dipenuhi 
syarat- syarat sebagai berikut: 
a. adanya persetujuan dari istri I istri- istri 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan 

hidup islri- istri dan anak- anak mereka 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadap istri - istri dan 

anak- anak mereka 

Pasal 4 jo pasal 5 ayat 1 diatas, diatur lebih lanjut atau dijelaskan lagi secara 

terperinci didalam Bab VIII pasal 40 sampai pasal 45 Peraturan Pemerintah no. 9 

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974. 

Dengan melihat isi pasal 4 ayat I Undang-Undang no. I tahun 1974 apabila 

dikaitkan dengan kasus diatas maka dalam hal ini Rustam Ibrahim tidak 

menjalankan apa yang ada didalam pasal tersebut yang mana seharusnya Rustam 

Ibrahim wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan apabila ingin beristri 

lebih dari seorang. Permohonan tersebut harus dalam bentuk tertulis. yang sesuai 

dengan isi pasal 40 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang menyatakan 

bahwa : 

" Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia 
wajib mengajukan permohonan secara tertuiis kepada Pengadilan" 
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Keinginan Rustam Ibrahim ingin menikah lagi dapat dibenarkan karena istrinya 

Wid~wati Reiko tidak dapat rnelahirkan keturunan narnun cara Rustam Ibrahim 

dengan menikah diam-diam tanpa persetujuan istrinya tidak dapat dibenarkan 

oleh hukum. Padahal didalam pasal 41 huruf bPcraturan Pcmcrintah no. 9 tahun 

1975 dikatakan bahwa : 

"Ada a/au tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, 
apabila perjanjian ilu merupakan perjanjian /isan, perjanjian itu harus 
diucapkan didepan sidanp; pen}!.adilan" 

Dengan tidak terpenuhinya unsur- unsur atau syarat- syarat didalam pasal 4 jo 

pasal 5 ayat l Undang- Undang Perkawinan no. l tahun 1974 dan pasal 40 jo 

pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 maka perkawinan kedua Rustam 

Ibrahim dengan Soifah dapat dikatakan tidak sah sehingga Soifah tidak dapat 

menjadi ahli waris dari Rustam Ibrahim. 

Fitria lahir dari pemikahan tidak sah antara Soifah dengan Rustam 

Ibrahim sehingga Fitria bukan anak sah karena menurut pasal 42 Undang-Undang 

Perkawinan no. I tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain, Fitria tidak 

dapat dijadikan sebagai ahli waris karena menurut pasal 43 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan no. 1 tahun 1 974 jo pasal 186 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata atau hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga 

dari pihak ibunya. 
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Sembilan saudara kandung Rustam Ibrahim berhak mewans karena 

menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara laki- laki dan perempuan 

merupakan kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah. 

Jadi yang berhak menjadi ahli waris dari Rustam Ibrahim adalah 

Widawati Reiko selaku janda dari pewaris dan sembilan saudara kandung 

pewaris. Setelah menelaah yang berhak mewaris maka tahapan selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah menghitung bagian masing- masing untuk para ahli waris 

sebagai berikut : 

I . Widawati Reiko sebagai janda yang tidak mempunyai anak maka menurut 

pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bagian yang harus didapatkan janda tidak 

punya anak adalah scpcrcmpat bagian dan mcnurut pasal 96 ayat I Kompilasi 

Hukum Islam, Widawati Reiko juga mendapatkan separuh (50%) dari harta 

bersama dengan pewaris. Jadi Widawati Reiko mendapatkan seperempat 

bagian ditambah separuh (50%) dari harta bersama. 

2. Sembilan saudara kandung pewaris terdiri dari dua orang Iaki-laki dan tujuh 

perempuan maka menurut pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah : 

" Bila seorang meninggaltanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang dia 
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia 
mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama- sama 
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lehih maka 
bersama- sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan 
lersebut bersama- sama dengan saudara laki- laki kandung atau seayah maka 
bagian saudara laki- laki ada/ah dua berbanding sa/u dengan perempuan ". 

Sebelum menghitung bagian masing- masing untuk saudara kandung maka 

harus mengitung bagian saudara kandung seluruhnya yaitu : 

Harta waris = bagian janda tidak punya anak + bagian saudara kandung 
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Harta Waris -= ~ + bagian saudara kandung pewaris 

Bagian saudara kandung pewaris = I - Y4 = % 

Maka bagian masing - masing untuk saudam kandung pcwaris adalah : 

a. H. Gustam = 2/11 x 3/.s = 6/44 bagian 

b. Hj. Siti Maemunah = 1/11 x 3/.s = 3/44 bagian 

c. Hj. Umi Kalsum = 1/ 11 x% = 3/44 bag1an 

d. Hj. Siti Rachmah = 1/1 1 x % = 3/44 bagian 

e. Hj. Syahniar Rozad = 1/11 x% = 3/44 bagian 

f Hj. Rusniah Roppie = 1/11 x % = 3/44 bag1an 

g. Hj. Rusniah Yunus = 1/1 1 x% = 3/.44 bagian 

h. H. Bustanul Arifin = 2/11 x 3/.s = 6/44 bagian 

1. Hj . Nursiah Thaher = I /I I x 3/.s = 3/44 bagian 

42 

Setelah menghitung bagian masing- masing untuk para ahli waris maka 

secara otomatis tahapan selanjutnya adalah membagikan harta waris tersebut 

sesuai dengan bagiannya masing-masing. 
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A. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang hak waris anak angkat maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

I. Anak angkat dapat atau tidak dapat mewaris di dalam hukum adat tergantung 

pada daerah dimana anak angkat itu berada. Anak angkat, di dalam hukum 

perdata (B.W.) tidak diatur, namun yang diatur di B.W. adalah ketentuan 

mengenai anak luar kawin. Ada aturan yang mengatur tentang anak angkat 

tetapi hanya untuk warga Tionghoa yang mana diatur di dalam Staatblad no. 

129 tahun 1917. Anak angkat menurut hukum Islam dapat memperoleh 

bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan orang tua 

angkatnya, yang mana sesuai dengan pasaJ 209 ayat 2 Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Anak angkat yang dimaksud dalam studi kasus dalam penulisan skripsi ini 

adalah anak angkat yang berasal dari anak tiri . Anak angkat tersebut tidak 

dapat mewaris karena anak angkat tersebut diangkat tidak melalui prosedur 

yang benar yang mana sebaiknya harus melewati jalur hukum atau dengan 

kata lain untuk mengangkat anak angkat harus memperoleh penetapan 

pengadilan sehingga status hukum untuk anak angkat tersebut jelas dan secara 
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tidak Jangsung nantinya akan bcrakibat pada pcwansan yang akan 

mengakibatkan anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya. 

B. Sarao 

Berkaitan dengan pembahasan hak waris anak angkat yang berasal dari 

anak tiri maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

I. Peraturan yang ada mengenai anak angkat Staatblad no. 129 tahun 1917 

hanya diperuntukkan untuk warga Tionghoa, tidak mencukupi kebutuhan 

masyarakat modem saat ini . Dengan perkembangan zaman, tidak hanya 

masyarakat Tionghoa saja yang mengangkat anak karena masyarakat 

Indonesia lainnya banyak yang mdakukan pcngangkatan anak. Pcmcrintah 

seharusnya melihat real ita yang banyak berkembang dimasyarakat dan segera 

membuat peraturan mengenai anak angkat yang belum diatur dalam B.W. dan 

juga belum diatur secara terperinci di dalam Kompilasi Hukum Islam. 

2. Berkaitan dengan kasus yang telah terurai di dalam bab Ill, guna 

meningkatkan mutu atau profesionalisme di dalam penegakkan hukum waris 

khususnya di dalam setiap tahapan persidangan yaitu dari Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung maka seharusnya para 

majelis hakim harus benar- benar cennat menilai suatu perkara waris yang 

ada. Setiap Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut baik tingkat 

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung 

boleh memberikan putusan yang berbeda- beda asalkan sesuai dengan huk:um 

yang berlaku sehingga dapat melahirkan keputusan yang adil. 
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